
BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

I{OMOR 34 TAIIUIY 2016

TEI{TANG

I(EDUDUI(A![, SUSUNAIT ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA

KEzuA DINAS PENDIDII(AIY, KEPEMUDAAN DAN OLAIIRAGA

I(ABUPATEN BOALEMO

DENGAN RATIMAT TI'HAN YAI{G MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan

tata kerja perangkat daerah ditetapka,r dengan

Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapl<an Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\:gas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun '1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo ([,emb,aran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3889); Sebagaimana telah diubah



3.

Undang-Undang Nomor' 10 Tahun 2OO0 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOO tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Letnbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aO6O);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangka.t Daerah

(l,embaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016

Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 302).

MEMUTUSI{AN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUAP"IEN

BOALEMO
I
I

4.

5.

6.

Menetapkan



BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.

3. Pemerintah Daerah adalah Penyeienggaraan Pemerintah Daerah Otonom
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

4. Bupati adalah Bupati Boalemo.

5. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Boalemo.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemud,a dan Olahraga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang seianjutnya disingkat Ul/r-D adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Boalemo untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknirs operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah ke4'a satu
atau beberapa kecamatan.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KtDt DUI(A.![' SUST IIAII ORGANISASI' TUcAs DAlt FIIIIGSI

Bo;glan Kesat;.t

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yallg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Boalemo melalui Sekertaris Daerah.

Baglan Kedua
Susunan Organisasl

Pasal 3

1) Susunpn organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;



b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Penyususnan Program;

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD;

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. seksi Keiembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didik dan

Pengembangan Karakter;

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi I(elembagaan, Sarana Prasarana

3. Peserta Didik dan Pengembangan Karakter;

e. Bidang Pembinaan Ketenaga-an membau,ahi :

1. Seksi F"IK PAUD dan Pendidikan Non Formal;

2. Seksi PTK DIKDAS.

f. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga membawahi:

1. Seksi Pemuda;

2. Seksi Olahraga Prestasi, Rekreasi dan Olahraga Kemasvarakatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Diknas;

i. Satuan Pendidikan.

2) Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

Sekretaris yang berada dan bertanggungawab kepada Kepala Dinas.

3) Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala sub

Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang clan

Sekretaris Dinas.

4) Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai konrpetensi dan

kemampuan sesuai bidangnya.

5) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

Baglon Ketlga

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

-vang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang



Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-
undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Bo'gio;n Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dinas
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga

berdasarkan peraturan peru ndang-undan gan ;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga;

c. Pembinaan UPTD da-lam lingkup tugas Dinas

d. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, analisa dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan teknis rlibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

e. Pengelola dan pembinaan urusan ketatausahaan Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Perto.ma

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

sebagian tugas pemerintah daerah dan merencanakan, melaksanakan dan

melakukan penga\,'asan terhadap program dan kegiatan pembangunan di
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 7

Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala

Dinas mernpunyai fungsi :

a. Merencanakan dan mengarahkan sasaran dan kebijakan pembangunan
pendidikan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah
dan pemerintah pusat disektor pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

c. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;



d. Pengendalian dan eva-luasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan di lingkungan Dinas;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan
bidang Pendidikan, pemuda dan olatrraga;

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat
maupun tingkat daerah;

g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Baglan Kedua
Sekretaris Dinas

Pasal 8

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
administratif kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas serta
pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum dan
perlengkapan serta menyiapkan penyusunan dan pengelolaan perencanaan

program.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris

Dinas mempunyai fungsi :

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan
anggaran dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan formal, pemuda dan olahraga, serta tugas pembantuan

dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia clini,
pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;

c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sarna cli bidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;

d. Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dilingkungan clinas
pendidikan, pemuda dan olahraga;

e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan/PERDA

dan fasilitas bantuan hukum dibidang pendidikan anak usia clini,
pendidikan dasar, pemuda dan olahraga;

f. Pelaksanaan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di
lingkungan dinas;

g. Pengelr:iaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan

oiahraga' 
t



h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi usul kenaikan pangkat

dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,

serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi
pelaksanaan akreditasi pendidlkan anak usia dini, pendidikan dasar,

dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan

karier pendidik, pengiapan bahan rekomenda.si izin pendirian dan
penutupan satuan pendidikan anak usio. dini kerja sama, sekolah dasar
kerja sarncl, dan sekolah menengah pertama kerja samq, fasilita.si untsan
pembinaan perfilman, fa^silitasi pembinaan lembaga kepercayaan
terhadatrt Tuhan YME, fasilita,si pengelolaan Pemud.a dan okttvaga, dan
tugas-tugas pembantuan lainnya;

i. Koordinasi dar penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasai', pendidikan
nonformal, pemuda dan olahraga;

j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidil<an nonformal,
pemuda dan olahraga;

k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan
pemuda dan olahraga; dan

l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di
iingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

m. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai
peraturan yang berlaku.

Paragraf I
Kepala Sub Bagtan Pen5rurunan Program

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas menghimpun,
menyusun dan mengkompilasi perencanaan prograrn dan kegiatan pada
masing-masing bidang, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan,
penyiapan dan penyajian data statistik pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,

Su! Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

Kepala

I



a. Menyusunan dan menyiapkan rencana program/kegiatan

pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga;

Melaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, perumusan

dan penyajian data sta.tistik pendidikan, pernuda dan olahraga;

Menyusun, analisa dan penyiapan bahan evaluasi, monitoring,

pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan;

Mengumpulkan dan menyatukan program kerja dan rencana kegiatan

keq'a Dinas yang telah disusun dan ajukan oleh masing-masing Bidang,

Seksi dan Sub Bagian:

Paragraf 2

Kepala Sub Baglan Umum, Kepegawaian dan BMD

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD mempunyai tugas

melaksanakan inventarisasi, penataan dan pemeliharaan asset serta

mengelola administrasi kepegav,aian dan Barang Milik Daerah dilingkungan

Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD mempunyai fungsi :

12, Kepala

a, Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan dan keprotekoleran;

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;

c. Pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaal aset

Negara/daerah;

d. Penyusunan rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;

e. Pengelolaan adrninistrasi kepegawaian yang meliputi pengernbangan karir,

data nominative pegawai, daftar urut kepangkatan, gaji bt:rkaIa, mutasi

intern, surat izin cuti rekapitulasi daftar hadir, disiplin dan kinerja pegawai

serta kesej ahteraan pegawai ;

Pembuatan laporan kepegawaiar. secara periodik;

Pelaksanaan tugas lain sesuai fungsi kedinasan yang diberikan oleh atasan

langsung; dan

Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan, pemuda

b.

c.

d.

f.

C'
b'

h.

dan olahraga

i. melaksanaan urusan tugas pembantuan di

dan olahraga yang meliputi usul kenaikan

bidang pendidikan, pemuda

pangkat dan peningkatan

1



kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 14

Kepala sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak serta

pendapatan asli daerah (PAD) di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ciimaksud dalam pasal 74,

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian keuangan

b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebrjakan

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelclaan keuangan daerah;

c. pengendalian pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-pajak

Negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Daerah, Kas

Negara atau ke kas pihak ketiga

d. Pengendalian pelaksanaan pembayaran oleh Dinas yang membebani

APBD;

e. pengendalian penatausahaan pelaksanaan anggaran Dinas;

f. penyelenggaraan pengarsipan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

Keuangan Dinas;

g. penyusunan dan penyarnpaian laporan keuangan interim dan tahunan

Dinas kepada PPKD; dan

h. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan

dinas.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 16

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan bahan perurnusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal. 

I



d.

e.

f.

ob.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan

anak usia dini dan pendidikan non formal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pescrta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non

formal;

c. Menyusunan b,ahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
nonformal;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

Melaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karalcter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

Meiaporkan perkembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

Menyusun laporan akuntablitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan;

Melaksanaan tugas lainnya ),ang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai

peraturan yang berlaku.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pasal 18

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendirCikan non

formal; 
t

h.

i.



b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian pendidikan non formal;

c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan peprilaian

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan

e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini

dan pendidikan non formal.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didtk
dan Pengembangan Karakter

i

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Peserta Didik dan

Pengembangan Karakter mempunyai tugas l

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat, prestasi, dan
pengembarr"g€Ln karakter peserta didik pendidikan anak usia dini da/l

pendidikan non formal;

b. Men5rusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, minato

bakat, prestasi, dan pengembangan karalrter peserta didik pen{idikan

anak usia dini dan pendidikan non formal;

c. Men;rusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penqtupan

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

d. Men5rusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, Farana
prasararla, minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karalrter peserta

didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan

e. Pelaporan di bidang kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat,
prestasi, dan pengembangan karalrter peserta didik pendidikan anfk usia
dini dan pendidikan non formal.

Baglan Keempat

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 2O

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. t
I



Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter s;ekolah dasar dan sekolah

menengah pertama;

b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;

d. Penyusunan bahan penerbitan inn pendirian, penataan, dan penutupan

sekoiah dasar dan sekolah menengah pertama;

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah

dasar dan sekolah menengah pertama;

f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya

dalam daerah kabupaten/kota;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter sekolah dasar dan sekolah menengatr pertama;

h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar

dan sekolah menengah pei'tama;

i. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/prmpinan sesuai

peraturan yang berlaku.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Pastl22
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

a. Pen5rusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah perteirna;

b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pqnilaian

sekolah dasar dan sekolatr menengah pertama;. rJCLrl l'gA(rlaajr lrrgrrErrH,ir-u lJEl tarllar,, 
t
I



d.

e.

b.

c.

penyusunan bahag pembinaan bahasa dan sastra daerah yang pen4turnya

dalam daerah kabupaten/ kota;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikuhpm dan

penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah das'r dan Sekolah

menengah pertama;

?aragtzf 2

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 23

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didik mer$punyai

tugas:

a. pen5rusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kqbijakan

kelembagaag, sarana, dan prasarana sekolah rlasar dan sekolah mqnengah

pertama;

Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, Sarana' dan prasarana

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, rlan

prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan

sekolah menengah Pertama;

Paragraf 3

Kepala seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter

PasaL 24

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan minat, bakat, presta.si, dan pembangunan karakter

peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

c. Penyusunan brahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah

d.asan'dan sekolah menengah pertama; dan 
I



d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

tuglo;n Kellna
Kepatra Bldang Pemblnaan Ketenagaaan

Pasal 25

Kepala Bidang Pernbinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksfl.nakan

penyusunarr bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usla dini,

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formali

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kepala

Bidang Pembinaan Ketengaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijpkan di

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikap anak

usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidil4an non

formal;

b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang

kependidikan pendidikan anak usia dini,
pertama, dan pendidikan nonformal;

c. Penyusunan bahan renca.na kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah psrtama,

dan pendidikan nonformal;

d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah p$rtama,

dan pendidikan non formal;

e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan dalam kabupaten/kota;

f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pempinaan

pendidik dan tenaga kependidikan pndidikan anak usia dini, qekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal; dan
g. Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,

dan pendidikan nonformal.

h. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai

peraturan yang berlaku. l
I

pembinaan pendidik dan tenaga

sekolah dasar, sekolah menengah



Paragraf 1

Seksi Pendtdik dan Tenaga Kependtdidkan
PAIID Dan Pendidlkan Non Formal

Pasnl27

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Formal mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan pemmusan, koordinasi

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

dan pendidikan non formal;

PAUD Dan Pendidikan Non

pelaksanaan kebijakan

pendidikan anak usia dini

d.

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemifrdahan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dipri dan

pendidikan non formal;

c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kepenpidikan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

Pen5rusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perdbinaan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia d{ni dan

pendidikan nonformal; dan

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Paragraf 2

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKITAS

Pasal 28

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS mempunyai fugas :

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan k{bijakan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan bekolah

menengah pertama;

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah

e.

menengah pertama;

c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

tenaga kependidikan

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama; dan



e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Keenann

Kepala Btdang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Pasal 29 I

Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga mernpunyai] tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan melaksanakan urusan

kepemud a:trr, kepramukaan dan keolahragaan.

Pasal 3O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam pasal 29, Kepala

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana keda;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan telaris kepemudaan, kepramukaan

dan keolahragaan;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan oleh

satuan pendidikan dan atau masyarakat.

d. Penyediaan sarana pendidikan kepemudaan, kepramukaan, dan

keolahragaan; dan

e. Pengendalian, evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pemuda

dan Olahraga.

f. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai

peraturan yang berlaku.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemuda

Pasal 31

Kepala Seksi kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

a. Melak.ukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan

rencana ke{a;
b. Melak.ukan pengolahan dan penelaahan data sebagai baLran perumusan

kebija.kan teknis kepemudaan dan kepramukaan; 
{
I



c. Melakukan program dan penyiapan

kepemudaan dan kepramukaan ;

d. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan

penilaian pelaksanaan kegia tan kepemudaan dan kepramukaan ;

e. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan pengatu

penerimaan siswa atau anggota klub sanggar kepemudaan da

kepramukaan;

Melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan penrlirifn da

penyelenggaraan serta penutupan klub atau sanggar kepemud{an da

kepramukaan;

Melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan calon pene

penghargaan dibidang kepemudaan dan kepramukaan ;

h. Melakukan penyiapan data dan bahan fasilitasi pengemtrangan ftegiata
kepemudaan dan kepramukaan yang diselenggarakan oleh

pendidikan atau masyarakat;

i. Melakukan penyiapan data dan bahan ke4'asama pembinaan organisasi

kepemudaan dan kepramukaan;
j. Melakukan penyiapan data dan bahan pembinaan kewi.r:ausahaan dan

kecakapan hidup bagi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

k. Melakukan penyiapan data pelatihan dan pembinaan paskitrraka;

1. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

kepemudaan dan kepramukaan, serta menyqiikan

pemecahannya;

m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan proporsi masing-ma*irg;

Pasal 32

Kepala fieksi Olahraga Prestasi, Rekreasi dan

mempunyai tugas :

bahan pembinaan kegiatan

f.

g.

urusan

alternatif

beg'alan

n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan

prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Paragraf 2

Kepala Seksi Olahraga Prestasl, Rekreasl dan Olahraga Kemasyarakatan

Oiahraga Kemasyarakatan

a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan

rencarra kerja;

penyusunan

t



b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumu

kebijakan teknis olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga kemasyarakatan;

c. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan c

prestasi, rekreasi dan olahraga kemasyarakatan;

d. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian

penilaian pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi, rekreasi dan olah

kemasyarakatan;

e. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan pengatura

penerimaan siswa atau anggota klub sanggar olahraga prestasi, rekreas

dan olahr?ga kemasyarakatan;

f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan

penyelenggaraan serta penutupan klub atau sanggar

rekreasi dan olahraga kemasyarakatan;

olahraga prestasi

pendirian

j.

g. Melakukan penyiapan data bahan usulan calon penerima penghargaa

dibidang olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga kemasyarakatan;

h. Melakukan penyiapan data dan bahan fasilitasi pengembangan kegia

olahraga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau masyarakat;

i. Melakukan penyiapan data dan bahan kerjasama pembinaan organisa

olahraga prestasi, rekreasi dan olahraga kemasyarakatan;

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusa

keolahragaan, serta menyajikan alternati f pe rnec ahannya ;

k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar peiaksanaan tugas berjala

sesuai dengan proporsi masing-masing;

1. Memberikan motivasi dan penilaian kepada

prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan dan

bawahan guna meningkat

memberikan motivasi; dan

m. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Baglan Kett$uh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

UPTD adalah unsur pelaksana operasional dilapangan untuk melaksanaka

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunj

yang mempunyai wilayah ke{a satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34
UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD

bertanggung jawab kepada kepala dinas serta

oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

yang berada dibawah

diangkat dan diberhenti



Pasal 35

Kepa-la UPTD menrpunyai tugas sebagai pelaksana teknis operasional Dinas

sesuai dengan bidangnya dan pelaksanaan program/kegiatan pembanganan

pendidikan di angkat kecamatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Kepala

UPTD mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepaia

Dinas;

b. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh instansi teknisnya yang

Iebih tinggr;

c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan

tugas, baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi

dan/atau dengan instansi terkait dalam u,ilayah kerja.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala UPTD dibantu Oleh petugas

Administrasi yang melaksanakan tugas kearsipan, penyediaan dan penyajian

data serta petugas Operasional program yang melaksanakan tugas

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Pasal 38

Petugas Administ.rasi dan petugas Operasional prograrn diangkat clan

diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Baglan KedeLapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai

dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Pasal 4O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40,

kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

t
I



a. Melaksanakan kebijakan dan petuiuk
Dinas;

b. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh instansi
lebih tirggr;

c. Melaksanakan koordinasi, Pengawasan, Monitorong, nvafu{i
sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, baik dalam lingkungan hasin
masing, antar satuan organisasi danlatau dengan instansi terkait

wilayah kerjanya.

Pasal 41

teknis yang ditetapkan oleh

kebutuhan dan

pera

den

den

teknisnya yan

(1) Kelompok Jabara.n Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yan

diatur dan ditetapkan berdasrkan peratuararl perundang-u

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fu

senior selaku koordinasi yang ditunjuk dan berada dibawah serta tanggun

jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

keq'a.

(4) System kepangkatan, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatu

berdasarkan peraturan Fungsional diatur berdasrkan

perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai

peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB TV

TATA KEzuA

Paeal 42

i

maupun atar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daer{h
dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tufias dan

fungsi masing-masing;r urrHsr ruarrur8-rflasurB,;

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi baw{.hanny



(s)

(4)

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masin g dan memberikan UirfrUingan

serta pentunjuk-pentunj uk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisflsi dari

bawatrannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen5iusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya;

Dalam meiaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan' orpanisasi

dibantu oleh satuan organisasi dibawaharlnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB V

ITEPEGAITAIAIT DAN ESILOIYISASI

Pasal 43

(1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian dilingkungan Dinas, diatuf sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatt dan 
feSawat

ditngkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural aselon IIb.

(2) Sekretaris Dinas adalah jabatan struktural aselon IIIa.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan strulrtural aselon IIIb.

(a) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagtan dan Kepala UPTD adalah jabatan

struktural aselon IVa.

BAB VI
PEMBIAYAAIY

Pasal 45

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Boalemo

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku 
t
I

(s)



BAB VII
KETENT-tiAii PEIiii T iiP

Pasal 46

Peraturan Bupati iiri muiai beliaku pacia tanggtri ciiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari

-:-----:: l-' l :^----^iiupau lifl oeilgail per1ell1pararlrl)'a oaiallr tiu|l[al uaeran NaDupalell

Diundangkan di Tilamuta

Pacia tarrggal 23 D€sErvt€.uR 2Oi6

SEI(RETARIS ATEN BOALEMO

IBERTTA DAERAH I{ABWATDN BOALEMO TATTUN 2016 NOltrOR

a3 ocsefiTaeR 2v

raturan

ilto.
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